REPUBLIK INDONESIA

No.71, 2019 KEUANGAN. PAJAK. Penerimaan Negara Bukan
Pajak. Kementerian Hukum dan HAM. (Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6335)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif
atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;
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Mengingat

Menetapkan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6245);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA.
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Pasal 1
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
meliputi penerimaan dari:

a. pelayanan jasa hukum;

b. pendidikan dan pelatihan;

c. pelayanan keimigrasian;

d. pelayanan kekayaan intelektual;

e. pelayanan kesehatan; dan

f. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam

rangka pembinaan kemandirian warga binaan

pemasyarakatan.
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas
kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka
pembinaan kemandirian warga binaan
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f sebesar nilai nominal yang tercantum

dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berasal dari pelayanan jasa hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:

a. informasi tentang data perseroan terbatas dalam
daftar perseroan terbatas, data yayasan dalam
daftar yayasan, data perkumpulan, data protokol
notaris, data kurator, data wasiat, data fidusia,
data partai politik, data pewarganegaraan, data
status kewarganegaraan, dan data penyidik

pegawai negeri sipil;
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b. permohonan pemblokiran dan pembukaan
pemblokiran Perseroan Terbatas, Yayasan, dan
Perkumpulan;

c. pemberian keterangan rumusan dan identifikasi
sidik jari secara elektronik atau nonelektronik;
dan/atau

d. pewarganegaraan dan status kewarganegaraan.

yang diajukan untuk kepentingan pemerintahan,

dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat

persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3
Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan jasa hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa
pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran
dasar koperasi, serta pembubaran koperasi dikenakan

tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4
(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak
termasuk biaya transportasi.
(2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa
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paspor biasa dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol

rupiah) kepada:

a. tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri
untuk pertama kali; atau

b. warga negara Indonesia yang tidak mampu dan
menetap di luar wilayah Indonesia.

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa

Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia

dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

kepada:

a. warga negara Indonesia yang selesai menjalani
hukuman di luar negeri yang pulang atau
dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri;
atau

b. warga negara Indonesia dalam rangka repatriasi.

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa Pas

Lintas Batas Perorangan dan Pas Lintas Batas

Keluarga dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

kepada Warga Negara Indonesia yang berdomisili di

daerah perbatasan sesuai dengan perjanjian lintas

batas negara.

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berasal dari pelayanan keimigrasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ berupa visa
dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
atau US$0,00 (nol dolar Amerika) kepada:

a. orang asing yang dibutuhkan untuk mengatasi
keadaan kahar (force majeure);

b. tenaga ahli asing dalam rangka kerja sama
bantuan program atau proyek dari luar negeri
kepada Pemerintah Republik Indonesia;

c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima

beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;



